¥ BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

Jalan Dr. Ciplo Keluralian Sekoteng (84311)
Email - bawaslusumbiwa2019@gmaill com
Nomor  : 094 / PM.00.02/K.NB-07/11/2024 Sumbawa, 27 November 2024
Sifat Penting
Perihal Imbauan Penempelan Hasil
Penghitungan Suara
Kepada Yth :

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum

1.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2024 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota
Dan Wakil Wali Kota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan
Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Berdasarkan UU Nomomor 10 Tahun 2013 Pada :

a)

Pasal 35, Huruf A, angka (6) :
Pengawas Desa mengawasi pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang
ditempelkan di sekretariat PPS.

Pasal 99

PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (11) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan
menempelkan salinan tersebut di tempat umum selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 193 Ayat 7
Setiap PPS yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS
di wilayah kerjanya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas)
bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam
puluh juta rupiah).
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i, Berdasarkan point-point diatas, dengan ini Bawaslu Kabupaten Sumbawa
mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa untuk
memastikan seluruh Hasil Penghitungan Suara di TPS di tempel oleh PPS di
wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk diperhatikan sebagaimana mestinya, atas
perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Ketua,

ARNAN JURAMI

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Ketua KPU Provinsi NTB di Mataram
3. Pertinggal
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